
109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Ali Rido, R. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, 

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Alumni, Bandung. 

 

Atsar, Abdul. 2018. Mengenal Lebih Dekat Hukum Kekayaan Intelektual. 

Deepublish, Yogyakarta. 

 

Bahsan, M. 2008. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual: 

Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 

Donandi, Sujana. 2019. Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

Deepublish, Yogyakarta. 

 

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



110 

 

Gautama, Sudargo. 2002. Civil Law in Indonesia. Penerbit Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

 

________________ dan Rizawanto Winata. 1993. Hukum Merek Indonesia. 

Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 

Hartono, Siti Soemarti. 1981. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan 

Pembayaran. Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta. 

 

Hartono, Sri Redjeki. 1993. Aspek Hukum Perdata Pelindungan Hak Milik 

Intelektual. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

Kartono. 1974. Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran. Pradnya Paramita, 

Jakarta. 

 

Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang dan Benny Pontoh. 2001. Hukum 

Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan 

Kewajiban Pembayaran. Alumni, Bandung. 

 

Mahmud MZ, Peter. 2005. Penelitian Hukum. Prenada Media, Jakarta. 

 

Margono, Suyud dan Lingginus Hadi. 2002. Pembaharuan Pelindungan Hukum 

Merek. Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta. 

 

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. 2011. Hukum Jaminan Di Indonesia. BPHN 

Departemen Kehakiman RI, Jakarta. 

 

Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi. 2000. Hukum Perdata: Hukum Kebendaan. 

Liberty, Yogyakarta. 

 

Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti, 

Bandung. 

 

Muljadi, Kartini. 2001. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum 

Kepailitan. Alumni, Bandung. 

 

Parr, Russell L. dan Gordon V. Smith. 2000. Valuation of Intellectual Property 

and Intangible Assets. John Wiley & Sons, New York. 

 

Prodjodikoro, Wirjono. 1959. Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda. 

Pembimbing Masa, Jakarta. 

 

Prodojhamidjojo, Martiman. 1999. Proses Kepailitan Menurut Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



111 

 

Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Mandar Maju, 

Jakarta. 

 

Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung. 

 

Rato, Dominikus. 2016. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat. Laksbang 

Yustitia, Surabaya. 

 

Sadikin, O.K. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta. 

 

Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property 

Rights). Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Salim, H. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Sahetapy, J.E. 1995. Bunga Rampai Viktimisasi. Eresco, Bandung. 

 

Sembiring, Sentosa. 2002. Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan 

Intelektual. Yrama Widya, Bandung. 

 

Smith, Gordon V. dan Russell L. Parr. 1994. Valuation of Intellectual Property 

and Intangible Assets. Richard D. Irwin, Chicago. 

 

Soekanto, Soerjono. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum. UI Press, Jakarta. 

 

Subagiyo, Dwi Tatak. 2018. Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang 

Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar). UWKS Press, Surabaya. 

 

Sumantri, Pawoto Wignjosumarto. 2003. Hukum Kepailitan Selayang Pandang 

(Himpunan Makalah). Tatanusa, Jakarta. 

 

Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 

 

Tri Budiono. 2011. Hukum Dagang. Griya Media, Salatiga. 

 

Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Alumni, 

Bandung. 

 

Usman, Rachmdi. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia. Gramedia 

Pustaka Utama, Jakarta. 

 

Jurnal Penelitian dan Artikel 

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



112 

 

Astuti, Sri Wahjuni dan I Gede Cahyadi. 2007. Pengaruh Elemen Ekuitas Merek 

Terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan Di Surabaya Atas Keputusan 

Pembelian Sepeda Motor Honda. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga. 

 

Endiana, I Dewa Made dan Ni Nyoman Ayu Suryandari. 2021. Opini Going 

Concern: Ditinjau dari Agensi Teori dan Pemicunya. Ekuitas: Jurnal 

Ekonomi dan Keuangan Vol. 5 No. 2. 

 

Gaol, Royana Lumban, Gindo L. Tobing, dan Rr. Ani Wijayanti. 2021. 

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara 

Kepailitan. To-Ra Jurnal Hukum. 

 

Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restruturisasi Utang Atau Penutupan 

Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan Dan 

Likuidasi. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 1. 

 

Muchsin. 2003. Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. 

Disertasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 

 

Simaremare, M. et al. 2023. Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor 

Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2. 

 

Simalango, M. 2017. Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Hukum 

Kepailitan Indonesia. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 1. 

 

 

Artikel Internet 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, “Sejarah Perkembangan Pelindungan Kekayaan 

Intelektual (KI),” [https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-

djki](https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki), diakses tanggal 4 

Oktober 2024. 

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM R.I., 

“DJKI Telah Siapkan Perangkat Pendukung Skema Pembiayaan 

Kekayaan Intelektual,” [https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-telah-

siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-kekayaan-

intelektual?kategori=liputan-humas](https://dgip.go.id/artikel/detail-

artikel/djki-telah-siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-

kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas), diakses pada 3 Oktober 

2024. 

 

Abi Jam’an Kurnia, “Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya”, 

terdapat dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-telah-siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-telah-siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas
https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-telah-siapkan-perangkat-pendukung-skema-pembiayaan-kekayaan-intelektual?kategori=liputan-humas
https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99


113 

 

hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99, diakses pada 

tanggal 3 April 2025. 

 

World Intellectual Property Organization, “Inside WIPO,” 

[https://www.wipo.int/about-wipo/en/](https://www.wipo.int/about-

wipo/en/), diakses tanggal 4 Oktober 2024. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126). 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266). 

 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 259). 

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 153). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44). 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 150). 

 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134). 

 

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022. 

 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. 

 

Putusan PN Niaga Semarang Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017. 

 

Part II of The TRIPS: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights, 15 April 1994, Marrakesh Agreement Establishing the 

World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197. 

 

Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321 Tentang Tata Cara Penilaian Kekayaan 

Intelektual Yang Dijadikan Sebagai Jaminan. 

 

 

Wawancara 

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99
https://www.wipo.int/about-wipo/en/
https://www.wipo.int/about-wipo/en/


114 

 

 

Wawancara dengan Romulus Silaen selaku perwakilan dari Kurator, di Jakarta, 

10 Februari 2025. 

 

Wawancara dengan Muhammad Ansar Majid selaku Hakim Pengawas 

Pengadilan Negeri Semarang, di Semarang, ⁠5 Februari 2025. 

 

Wawancara dengan Arif Nuryono selaku perwakilan DJKI Kementerian Hukum 

dan HAM Yogyakarta, di Yogyakarta, ⁠24 Februari 2025.  

 

Wawancara dengan Magdalena Panjaitan selaku perwakilan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Yogyakarta melalui Zoom 

teleconference, ⁠28 Februari 2025. 

Mekanisme Penilaian Going Concern dan Eksekusi Hak Merek Dalam Kepailitan di Indonesia
Bella Rhezi, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


